
PEII,IERINTAII{ KABUPATEN KA INGAN

PERATURAN BUPATI KAruNG/AN

NOMOR : Ib TAHUN 2012

TENTANG

PETUT\I]I,'K PEI.ArcNNMN PENERIMMN DANA HIBAH
KEPADA DAERAH SEKTOR KEHI.JIANAN DI KABUPATEN KATIN(3AN

PROPINI|SI KALIMANTAN TENGAhI

Itlenimbang

l0engingat

BI.'PATI KATINGAN

a. bahrrua dalam mendukung pelaKanaan kegiatan daerah dan sumber
pemrbiayaan pembangunan di daerah perlu adanya peran serta parra

pihak baik kelompok usaha maupun rnasyarakat melalui pemberian
danil hibah kepada daerah untuk menunjang fungsi tugas
pemerintahan dan pembangunan ;

b. bahrva untuk kelancaran dan ketertitlan pelaksanaan penerimaian

darur hibah kepada daerah tersebut, dipandang perlu ditetapkln
Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah
Sehor Kehutanan di Kabupaten Katingan ;

c. bahlva untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatars,
dipandang perlu untuk menetapkan Peratunan Bupati Katingan ;

1. Undilng - Undang Nomor 4L Tahun 1999 ten:Eang Kehutanan
( Lembaran ltlegara Republik Indon*ia Tahun 1999 Nomor L67,
Termbahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana l,elah diubah dengan Undang-Undang f{omor 19 Tahun
zCl0zt tentang Perubahan Atas Undang-l.lndang Nomor 41 Tahun
19r9S) tentangl Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repulllik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lermlraran Negilra Republik Indonesia l,Jomor aaL4 ;

2. Undang Undang Nomor 30 'l'ahun 20AZ tentang Komiisi
Permberantasan Tindak Pidana Korupsri (Lembaran l{egara Republik
In,donesia Talrun 2002 Nomor t37, 'l'ambahan Lermbaran Negana
Rerpublik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Und:rng - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukrn
Kabupaten KeLrtingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara,
Kabupaten Lannandau, Kabupaten Gurrung Mas, Kabupaten Pulang
Pi:au, Kabupar,len Murung Raya dan Kabupaten l3arito Timur rdi

Proplnsi Kalimilntan Tengah (Lembararn Negara Republik Indonesia
Tahurn 2002 [\'lomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inrlonesia Nomor 4180 );



4. Undilng - undang Nomor 32 Tahun 2{304 tentarrg Pemerintahan

Daer.ali (LemLraran Negara Republik ltndonesia Tahun 2004 Nomor

1215, Tambahatn Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

serbagaimana yang telah diubah cnengan Peraturan Pemerinhh

Norn;r 8 Tahun ZOOS tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nornror 32 T,ehun 2004 tentang Ptlmerintahan Daerah meniadi

Urtdilng-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Terhun 2005 liomor 108, Tambaharrr Lembaran l'legara Repub[ik

Indonesia Nonnor 4548), sebagaimana yang telah diubah dengan

Undilng-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Rtas U-ndang-t,lndang Nomor 32 Tahurr 2004 tentang Pemerintahan

Dael'ah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nornor 8 Tilmbahan Lembaran lrlegara Republik Indonesia

Nomor 4844)',:

5. Undpng-Und-arrg Nomor 33 Tahun 20C14 tentang Perimbangan

Keuarngan Arr[ara Pemerintah Pusrlt dan Pemerintah Daerah

(L,enrbiran Negara Republik Indones,;iia Tahun 20t04 Nomor L26,

iermbahan Lerribaran Negara Republik tndonesia Nonror 4438) ;

5. Urndang-Undarrg Nomor 28 Tahun 20109 tentang PEljak Daerah dan

Retribusi Daeriih (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009

Nonror 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Norror 5054) ,;

7. Urrdang - Untllang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemhentufltl

Peraluran Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

In,donesia Tahun ZOlt Nomor 82, "lambahan Lembaran Negana

Republik Indonesia Nomor 523a );
g. petraturan Penrerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daeralt

(Lentbaran Ncgara Republik Indones;ia 
-t'ahun 20101 Nomor 118,

'ismbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138) ;
9. Peraliuran Pernerintah Nomor 66 Tarhun 200L tentang Retribtlsi

Daerah (Lembaran Negara Republik findonesia Tahun 2001 Nomor

11t9, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Penai:uran Pemrr:rintah Nomor 57 Tahul 2005 tentang Hibah kepada

Daetah (Lemlraran Negara Republik lrndonesia Tahun 2005 Nomor

l39,Tambahan Lembarin Negara Reptrblik Indonesiar Nomor 4577)t ;

11. Peral:uran Pemerintah Nomor 58 Tahurn 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001i Nomor .[40, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia

Nonror 4578);
L2. Peraturan Perrrerintah Nomor 38 Ta['run 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Flota (Lembaran

Nr:gilra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam[afttn
Lembaran NeElara Republik Indonesia hlomor 4737);

13. Pelraturan Penlerintah Nomor 39 Talrun 2007 tenhng Pengelolaan

Keuitngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

200,r Nomor b3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nonror 4738) ,;

t4. Peralluran Daerah Nomor 3 Tahun 2008 trentang Pembagian urusan

Pr:merintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katittgan (Lennbarin Daerah Kabupraterr Katingan Tahun 2008

Nornor 3) ;



15,

16.

17,

18.

Peraturan Daerilh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perupahan Peraturan

Daelah Kabupaten Katingan Nomqr 5 Tahun 2008 tentang

Orgtrnisasi diin Tata Kerja Dinas Daerah (Lernbaran Daerah

Kerbupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

Petraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaretn

Penclapatan rjan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Angrpran 201,2 (Lembaran Daerah Katlupaten KatinEan Tahun 2008

Nomror 14) ;
Percturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana yan{l telah diubah

derngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20C17

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Perat,uian Menlleri Keuangan Nomor 168/PMK.07l200B tentang Hibeth

Daetah ;

MEMUTUSI(A!T

PETUI\]IJK PEI.AKI$ANAAN PENERIMMN DANA HIBAH T:EPADA DAERAH

SEKTOR KEHI.'T ANAN DI KABUPATEN KANNGAN PROPINSI

KAUIVIAIWAN TENI(GAH.

BAB I

KETENTUAN UilIUlI

Pasal 1

Datam Peraturan tr]iupr1, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemr:rintah Diaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintth Daerah dan DPRD m,enurit asa otonomi dan tugas

pembantuan clengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisteu'n

dan prinsip lrlegara Kesatuan Repulblik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalarm Undang-Undang Dasi:rr l',llegara Republik Indonesia

Tahun L945;
2. Pemr-'rintah Durerah adalah Bupati darn Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenrggara Pemerintah Daerah ;

3. Delwan Perwatdlan Rakyat Daerah yarp selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga Perwakilan Raky,at Daerah sebagai unsxJr

pernyelenggarailn Pemerintahan Daerah ;

4. Buprti adalah lllupati Katingan ;

5. Serknetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;

6. Arrggpran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di sebut APED

adililh rencana keuangan tahunan Penrerintah Daerarh yang di bahas

darn disetujui bersama oleh Pemernintilh Daerah dan Dewan

Pernnakilan Rakyat Daerah dan ditetapkn dengan Penaturan Daerah.

7. Pem,egafl9 Kuasa Pengelolaan Keuiirngan Daerah adalah Kepala

Daerah yan$ karena Jabatannyar rnempunyai kewenangan

mren'yelenggarlkan keseluruhan pengellglaan keuangatn daerah.

8. PerraLuran Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;

llenetapkan :



BAB TI

PT|IMBERIAN HIBAH KEPIIADA DAERAIH

Pasal 2

(1) Permberian Hilmh seKor Kehutanan bersumber dari pemberian

kerlolnpok mas;yarakat / pemegang izin di bidang kehutanan yang

mralarksanakan kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Katingan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada
Perm,:rintah Darerah dapat berupa dana/biaya maupun barang yang

digurrakan untuk menunjang peningkatan fungsi tugas pemerintaktn
dan layanan rlasar Umum, Pemberdayaan Aparatur Daerah serta
perm bangunan di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

(1) Pemberian dana hibah kepada daerah didasarkan pada keinginan
dari pemberi hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
yang tandaterngani secara bersarna-sama anEtra PernerinHh
Kaberpaten dengan Pemegang izin seKor kehutanan.

(2) Cc,py' NPHD yarng telah ditandatangani sehagaimana dimaksud pacla

Ayat (1) di s;ampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri

Keuarngan Cq. DireKorat Jenderal Perinnbartgan Daerilh.

Pasal 4

(1) Malc;ud, tujuan, penggunaan dan bqmran nilai dana hibah yang

ditrcr'ikan oleh pemberi hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian

Hiloalh Daerah (:NPHD) yang ditanda tangani kedua helah pihak atas
kesepakatan br:lrsama.

(2) Besaran nilai pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud pacla

Ayat (1) sepenuhnya diserahkan kepada Pemberi Dana Hibah.

Pasal 5

Pemberian hibah dari pemberi hibah ildak dapat dikompensasikatn
dengern segala hiewajiban lainnya dari penrberi hibah baik berupa

hutang, tunggakln, tagihan, retribusi, pajak dan liain-lain dengan
daerah.

Pasal 6

(1) Urrtuk tugas merekapitulasi penerimaan darra hibah kepada daerah di
tetaprkan melalui penugasan oleh Bupedti.

(2) Pejabat yang rli ditugaskan sebagaimilna dimaksudl pada Ayat (I)
adakrh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.



Pasal 7

(1) Pemberi hibah berupa dana langsung rJisetor oleh pemberi hibah lke

Rekr:ning Kas Daerah pada Bank Pri*mbangunan Kalteng Cabang
Ketsc)ngan sebiagai sumber penerimaan daerah yang herasal dari lain-
lain pendapatarn yang syah,

(2) Hibah yang dilLerikan berupa barang dupat digunakan sesuai dengan
tuiuan pembernian hibah dan di inverntanisir sebagai aset daerah
mrelarlui mekanisme penyerahan hibah lnrang yang ditetapkan kedua
berlalr pihak dalam berita acara penyerahan hibah barcng.

BAB III
PENfi|GUNAAN DAl{ PENGI:LOITAN HIE}AH

KEPADA DAENNH

Pasal B

Dana hibah ldng rflisstor sebagaimana dinuksud pada Fasal 7 Ayat (1)
penggunaannya rlikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Katingan
sesuai liujuan dan makud dari pemberiart hibah yang dlitetapkan dalam
Naskerh Perjanjian Hibah Daerah (NPldD) sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 4.

Pasal 9

(1) Hilbah yang diterima dalam bentuk dana clleh Pemerintah Daerah di
ca'[at sebagai penerimaan daerah pada kelonnpok lain-lain
penclapatan yang syah dalam APBD Kahupaten Katingan.

(2) Penggunaan dlan pengelolaan Hibah yang diterirna berupa dana
dilcelola melalui mekanisme APBD sesuai dengan penundangan yang
berlarku.

Pasal 10

(1) Penggunaan dan Pengelolaan Dana Hiibah kepada Daerah di Sektor
Kehlftanan, dilaksanakan oleh Pejabat pengelola Keuangan Daerah
pada Dinas Pendapatan Kabupaten KalLingan yang bertindak sebagai
Benclahara Umum Daerah.

(2) Pengaturan letlih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan dana
hibah sebagairnana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bupati
sellalu pemegnng kuasa pengelolaan keuangan daerah dengan
mernrperhatikan isi kesepakatan yang di tandatangani dalam Naskah
Perjernjian Hibah Daerah (NPHD).



BAB IV

I'ERTANG|GUNG JAWABAN DANI PEI.APORAiI HIBAFI

Pasal 11

(1) Pertirnggung jawaban pengelolaan Keuangan penerimaan hibah

dilakukan sesL,ai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Pertirnggung jawaban penerimaap fiilrrah berupa barang dilaporkan
melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengetn

ketentuan perutturan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pemr:rintah t)ast t setiap akhir tahun anggaran melaporkan
reali:;asi penggunaan dana hibah ktilpada pernbeni hibah sesuai

Narskah PerjanJilian Hibah Daerah (NPH[)) pada alokasi anggaran yalxg

ditetlpkan dalitm APBD ;

(2) Pemr:gang Izin selaku Pemberi Dana Hibah melaporkan realisasi
pemberian hibllh kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan
Bupafi lGtingam ;

(3) Kepala Dinas Ki:hutanan melaporkan reillisttsi penyerahan dana hibah

sesuiti laporan pemberi hibah kepacla Bupati dengan tembusan

kepada Kepalar Dinas Pendapatan Kabupaten Katingan dan Pemberi

Hilmh.

Pasal 13

Kepala Dinas Pendapatan selaku Kepalia Satuan Kefia pengelolaan

Keuangln Daerurh menyampaikan Laporcn Triwulan Realisasi
penenimaan dana Hibah seKor kehutanan sesuai realisasi penerimaan

dana lhibah yang lmasuk pada rekening Kas Daerah selarnbat-lambatnya
tanggial 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati dengan
tembusern kepada Kepala Dinas Kehubnan.

BAB V

KETENTUAN PERA,LII{IAN

Pasal 14

Pada saat berlakurnya Peraturan Bupati ini :

(1) Ncta Kesepakltan Dana Hibah (NPHD) di SeKor l(ehutanan yang

sudah ditandar tangani sebelum berflakunya Peraturan Bupati ini

dinyiilakan tidak berlaku.



(2) setiiap pemberian hibah kepada daerah dari seKor kehubnan wajiib
dilalcukan melalui kesepakatan deruEan penandatangan Naskah
Pr:rjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB VI

KETENTUAN PE]'IUTUP

Pasal 15

Dengian ditetapkln peraturan ini, maka Peraturan tsupati Katingan
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Penerimaan Dana Hibah
kepada Daerah dari Pemegang Izin di sector Kehutanan sebagai mana
telah dirrubah derirgan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 Tentang
Tata Glra Penerimaan Dana Hibah Dari Pemegang Izin di Sektor
Kehulanan, dicabut dan dinyatakan tidak trcrlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar srrtiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturarn Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah
Kabupalen Katingian.

Ditelltapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 uai 20L2

BI/flATI KATINGAN,
(

l"^-,';r-
DUWEL RAWING

Dliundang di Kasonrgan
Padatanggal , + i,lei 2AL2

SEKRETARIS

KABUPATEN

.TATEL 
UTDJU

BERTIA DAEMH KABUPA]IEIII KATING,AN TAHUN 2012 NOMOFI. :
6t


